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ABSTRACT

The increase of development that continues, especially in the housing sector
and the tourism industry in Junrejo District, Batu City, causing the area of
agricultural land to continue to decrease every year and non-agricultural land to
increase. The development of the tourism and housing industry in Junrejo District
is the result of land conversion activities into non-agricultural land which can
affect agricultural land that produces food for the local population and its
surroundings. For this reason, the purpose of this study was to determine the
suitability of land conversion to the directions of the Junrejo RTRW and the
factors that influence the occurrence of land conversion in Junrejo District based
on the views of the community. The method used in this study is a mixed method.

The results of this study indicate that the level of land conversion in 2019-
2023 reached 6.03% or an area of 185.14 ha of the total area of Junrejo District
with a suitability level for the RTRW reaching 29.6% or 54.47 ha; supports the
RTRW directives reaching 56.94% or 104.78 ha; and the non-conformity of land
use change reached 13.46% or 24.77 ha which was dominated by the use of
sparse village land in the direction of food crop areas. Then, the factors causing
the conversion of agricultural land to non-agriculture in Junrejo District,
including: (1) lack of interest in agricultural activities; (2) housing needs; (3)
inadequate facilities and infrastructure; (4) low education level; (5) high
development activity; (6) high land prices; (7) there are job options outside the
agricultural sector (8) housing needs; and (9) lack of public knowledge of
government policies regarding land conversion. This happened because the
economic conditions of the farmer households were quite low prior to the

conversion of agricultural land.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Penelitian ini mengkaji alih fungsi lahan di Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
Fokus penelitian meliputi: (1) kesesuaian alih fungsi lahan tahun 2019-2023
terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu; dan (2) faktor penyebab
terjadinya alih fungsi lahan menurut masyarakat setempat. Kemudian, dari
hasil tersebut disimpulkan dengan memberikan rekomendasi untuk
mengendalikan alih fungsi lahan di Kecamatan Junrejo.

Alih fungsi lahan atau lahan konversi adalah sebuah perubahan dari
sebagian atau semua fungsi lahan dengan rencana awal suatu wilayah yang
mempengaruhi aspek lingkungan dan kemampuan wilayah (Utomo et al.
1992, Prabowo et al. 2020), secara bertahap dengan jangka waktu yang
berbeda (Wahyunto et al. 2001 dalam Rezki Sarihi et al. 2020). Menurut
pendapat lain, alih fungsi lahan adalah hasil kegiatan manusia dalam
mengelola kekayaan alam dengan aktivitas fisik, sosial, ekonomi (Jaya et al.
2021), budaya dan politik secara dinamis (Prayitno et al. 2021).

Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian merupakan
permasalahan yang dialami setiap wilayah yang sedang berkembang (Azadi et
al. 2018). Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pembangunan dan
pertumbuhan jumlah penduduk suatu daerah karena kebutuhan terhadap lahan
meningkat. Kebutuhan lahan yang meningkat membuat ketersedian lahan
menjadi terbatas dan semakin sulit untuk didapat. Misalnya, di Italia terjadi
penyusutan lahan pertanian pada wilayah pinggiran kota karena terbatasnya
lahan dan sektor pertanian dianggap memiliki profitabilitas yang rendah
sehingga rentan untuk dialihfungsikan (Mazzocchi et al. 2015). Lalu, di
China, pembangunan pada sektor ekonomi dan sektor industri yang tidak
terkontrol membuat alih fungsi lahan pertanian masif terjadi karena urbanisasi

ke daerah sekitar industri dan ekonomi berlangsung (Jiang & Zhang 2016).



Dalam perkembangan pembangunan di Indonesia terjadi alih fungsi lahan
yang masif di berbagai daerah dan umumnya terjadi pada lahan pertanian
(Jaya et al. 2021). Hal tersebut berawal dari ledakan ekonomi pada tahun
1980 hingga 1990 pasca terjadi pembangunan fisik berskala besar di kota-
kota besar yang saat ini dikenal kota metropolitan yang menyebabkan
pembukaan lahan secara besar-besaran untuk lahan permukiman (Fajarini,
2015 dalam Jaya et al. 2021). Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS, 2021)
dalam Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (2022) menyatakan bahwa
tingkat alih fungsi pada lahan pertanian nasional mencapai 60.000 hingga
80.000 ha per tahun dengan perkiraan akan terus meningkat. Sesuai dengan
hal tersebut, peningkatan alih fungsi lahan dapat mengancam Kketersedian
pangan akibat tidak seimbangnya pertumbuhan sektor pertanian dengan
pembangunan pada sektor non pertanian. Hal ini dapat terjadi karena dalam
aktivitas hidupnya, manusia membutuhkan lahan yang dapat menghasilkan
nilai lebih dibandingkan dengan pemanfaatan lahan sebelumnya. Di sisi lain,
pertumbuhan penduduk terus meningkat dan kebutuhan ketersediaan lahan
seperti permukiman, tempat usaha, sarana dan prasarana juga meningkat
(Prayitno et al. 2021). Beberapa alasan ini seringkali menjadi alasan pemilik
lahan melakukan alih fungsi lahan.

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa ahli,
penyebab alih fungsi lahan, yaitu: (1) Dinamika struktur ekonomi dan
karakteristik demografi pada wilayah yang ditandai dengan berkembangnya
sektor pembangunan daerah (Gultom et al. 2021); (2) Lebih rendahnya nilai
lahan pertanian dibandingkan dengan lahan non pertanian (Prayitno et al.
2021, Gultom et al. 2021); (3) Lokasi lahan pertanian berada diantara lahan
non pertanian (Gultom et al. 2021); (4) Peningkatan kebutuhan lahan
permukiman (Gultom et al. 2021, Prayitno 2020); (5) Pengembangan lokasi
permukiman dan industri yang dilakukan pengembang/investor (Jaya et al.
2021); (6) Peningkatan harga tanah yang dilakukan oleh investor (Rondhi et
al. 2018); dan (7) Para pemuda yang tidak tertarik untuk mengolah lahan
pertanian (Gultom et al. 2021). Beberapa hal tersebut dapat mempengaruhi



ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan ruang dalam suatu
wilayah dan apabila tidak segera ditangani dapat menyebabkan masalah
dalam penataan ruangnya.

Dengan tujuan mengendalikan alih fungsi lahan yang semakin tidak
terkendali, pemerintah negara-negara di Eropa menetapkan suatu kebijakan
guna memperhatikan kegiatan alih fungsi lahan pada suatu wilayah demi
mencegah timbulnya masalah yang lebih kompleks, seperti: Common
Agricultural Policy (CAP) dan Least Fovoured Area (LFA) Policy. Kebijakan
tersebut mengatur perubahan lahan pertanian dan pembangunan perkotaan
berupa: bantuan dalam produksi pertanian, penghapusan hambatan terkait
perdagangan hasil pertanian dan kebijakan ekonomi. Hal ini membuat sektor
pertanian di negara-negara Eropa sangat bergantung pada dukungan
kebijakan pemerintah (Ustaoglu & Williams 2023). Sementara itu, dalam
mengendalikan alih fungsi lahan, pemerintah di Indonesia telah menetapkan
beberapa kebijakan, diantaranya: (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang; (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang
Lahan Pertanian Berkelanjutan; dan (3) Peraturan Presiden No. 59 Tahun
2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Salah satu kebijakan tentang pengendalian alih fungsi lahan pertanian di
Indonesia adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kebijakan ini berupa perlindungan
lahan pertanian guna mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan
pangan nasional. Selain itu, terdapat kebijakan pengendalian alih fungsi
lahan, yakni Lahan Sawah yang Dilindungi yang termuat dalam Peraturan
Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan
Sawah. Kebijakan ini berupa penetapan lahan sawah yang dilindungi sebagai
upaya melindungi lahan sawah dan ketersediaanya guna mendukung
ketahanan pangan nasional. Namun, proses alih fungsi lahan pertanian masih
kerap terjadi meski telah ditetapkan kebijakan tersebut. Hal itu disebabkan

pemilik lahan memiliki kekuasaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan



miliknya yang mana membuat kegiatan alih fungsi lahan sulit untuk dikontrol
kendatipun telah ada kebijakan tentang pengendalian alih fungsi lahan.

Salah satu kota yang sedang dan telah mengalami alih fungsi lahan
pertanian adalah Kota Batu. Tidak berbeda dengan wilayah lainnya, luas
lahan pertanian Kota Batu selalu mengalami penurunan setiap tahunnya dan
lahan non pertanian seperti industri pariwisata, perdagangan dan perumahan
terus meningkat (Prayitno 2020). Hal ini terjadi diakibatkan oleh peningkatan
jumlah penduduk dan pertumbuhan kegiatan ekonomi terutama pada sektor
perumahan dan industri pariwisata. Kegiatan industri pariwisata di kota ini
telah menyumbang pertumbuhan industri pariwisata nasional (Dwi H 2015,
Amini 2020). Namun, adanya industri pariwisata mempengaruhi juga
peningkatan aktivitas alih fungsi lahan pertanian untuk mendukung industri
pariwisata seperti: infrastuktur, hotel, swalayan, dan lain sebagainya. Hal
tersebut tidak dapat dihindari dan dapat mengancam produksi pangan
masyarakat sebab penyusutan luas lahan pertanian meningkat dan jumlah
petani terus menurun yang (Tjahja et al. 2019 dalam Prayitno 2020).

Kota Batu memiliki salah satu kecamatan di yang paling berpotensi dalam
penyediaan pangan, yakni Kecamatan Junrejo. Kecamatan ini memilik lahan
pertanian paling luas di Kota Batu. Namun, dari tahun ke tahun telah terjadi
penyusutan luas lahan pertanian. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota
Batu tahun 2019 luas lahan sawah di Kecamatan Junrejo mencapai 1.028 ha,
sedangkan di tahun 2021 tercatat lahan sawah di Kecamatan Junrejo seluas
641,2 ha dari total luas penggunaan lahan di Kecamatan Junrejo. Penurunan
luas lahan pertanian di Kecamatan Junrejo mencapai 37,6% dengan luas
386,8 ha telah beralih fungsi yang mana sangat mengkhawatirkan sebab lahan
sawah merupakan sumber penyedia pangan dan jika alih fungsi terus terjadi
dapat mengancam ketersedian pangan.

Berdasarkan uraian di atas, perlu diteliti kesesuaian alih fungsi lahan
terhadap RTRW Kota Batu karena terjadinya alih fungsi lahan dapat
menyebabkan ketidaksesuaian lahan terhadap arahan pemanfaatan ruang dan

dapat timbul masalah yang lebih kompleks jika tidak segera dilakukan



pengendalian alih fungsi lahan. Serta, faktor penyebab alih fungsi lahan
menurut masyarakat pemilik lahan sebagai dasar pengendalian alih fungsi
lahan. Peneliti perlu untuk mengkaji dengan judul ‘Kajian Alih Fungsi
Lahan di Kecamatan Junrejo, Kota Batu.’
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disusun rumusan masalah,
diantaranya:
1. Bagaimana kesesuaian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di
Kecamatan Junrejo dengan RTRW Kota Batu?
2. Apa faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan menurut masyarakat di
Kecamatan Junrejo, Kota Batu?
C. Pembatasan Masalah

Beberapa batasan permasalahan dalam penelitian ini terkait fokus dan

objek yang dibahas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Fokus penelitian ini adalah kesesuaian alih fungsi lahan pertanian
Kecamatan Junrejo dengan kebijakan RTRW di Kota Batu dan faktor
penyebab terjadinya alih fungsi lahan menurut masyarakat.

2. Objek kajian yang dipilih merupakan lahan pertanian yang telah beralih
fungsi menjadi lahan terbangun (non pertanian) dari tahun 2019 hingga
2023.

3. Peta RTRW yang digunakan adalah peta yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Tahun 2022-2042 pada tanggal 26 Desember 2022.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan penelitian ini ialah untuk:
a. Mengetahui kesesuaian alih fungsi lahan pertanian menjadi non
pertanian dengan RTRW di Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
b. Mengetahui faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan menurut

masyarakat di Kecamatan Junrejo, Kota Batu; dan



c. Memberikan rekomendasi upaya yang dapat dilakukan guna
mengendalikan alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Junrejo,
Kota Batu.

2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis, yaitu:

a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberi sumbangsih terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan tentang alih fungsi lahan, yakni
mengenai kesesuaiannya terhadap kebijakan RTRW, serta faktor
yang menyebabkan hal itu dapat terjadi menurut masyarakat. Hasil
penelitian dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi para
akedemisi dan praktisi di bidang ilmu tanah atau bidang lainnya.

b. Secara praktis, penelitian ini dapat merekomendasikan atau
menyarankan upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam
mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan dan memberi edukasi

masyarakat setempat ataupun di wilayah lain.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya,

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Tingkat alih fungsi lahan tahun 2019-2023 mencapai 6,03% atau seluas
185,14 ha dari total luas wilayah Kecamatan Junrejo dengan tingkat
kesesuaian terhadap RTRW mencapai 29,6% atau 54,47 ha; mendukung
arahan RTRW mencapai 56,94% atau 104,78 ha; dan ketidaksesuaian alih
fungsi lahan mencapai 13,46% atau 24,77 ha yang didominasi oleh

penggunaan lahan kampung jarang pada arahan kawasan tanaman pangan.

. Faktor penyebab alih fungsi lahan di Kecamatan Junrejo, diantaranya: (1)

kurangnya minat dalam kegiatan pertanian; (2) kebutuhan tempat tinggal;
(3) sarana dan dan prasarana yang kurang memadahi; (4) tingkat pendidikan
yang rendah; (5) aktivitas pembangunan yang tinggi; (6) harga lahan yang
tinggi; (7) terdapat pilihan pekerjaan diluar sektor pertanian (8) kebuthan
tempat tinggal; dan (9) kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap
kebijakan pemerintah mengenai alih fungsi lahan. Hal tersebut terjadi sebab
kondisi pekekonomian rumah tangga petani cukup rendah sebelum

melakukan alih fungsi lahan pertanian.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat

disampaikan peneliti, yaitu:

1.

Peneliti selanjutnya dapat membahas lebih lanjut mengenai alih fungsi
lahan di Kecamatan Junrejo melalui kebijakan LSD dan LP2B.

Pemerintah Daerah Kota Batu melalui Pemerintah Kecamatan Junrejo
perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengendalian alih
fungsi lahan.

Pemerintah Kota Batu perlu melakukan percepatan penetapan lokasi
penetapan LP2B dan pemberian insentif kepada petani untuk
mengendalikan alih fungsi lahan, serta penguatan sanksi bagi pelaku alih

fungsi lahan.
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